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ABSTRAK

Dispensasi Nikah adalah Pemberian lIzin dari Lembaga Hukum kepada
anak di bawah umur untuk melangsungkan suatu Perkawinan dengan alasan dan
maksud yang jelas_sertaspemberian izin dari orangtua. Anak di bawah umur
adalah anak yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan.wanita yang mana
batas usia-perkawinan tersebut telah di atur dan wanita yang di jelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentangc-Perkawinan., Oleh karena itu terhadap adanya
beberapa ‘Perubahan dalam® Undang-Undang Nomor A Tahun 1974 mengenai
batas usia perkawinan dan beberapa perubahan lainnya dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tersebut yang menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk
mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: Pertama, Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam
mengabulkan .Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Kedua,
Bagaimana Dispensasi Nikah yang diberikan di Pengadilan Agama Pekanbaru
sesuai menurut.Undang-Undang Nomor 16.Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun metode penelitian yang peneliti pakai dalam penulisan skripsi ini,
peneliti menggunakan metode- penelitian. sosiologis empiris atau yang disebut
dengan observational research adalah penelitian yang mengumpulkan datanya
dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dengan melihat kenyataan dan
akal sehat yang ada. Data yang peneliti-gunakan adalah Data Primer dan Data
Sekunder, yang mana Data Primer di peroleh atau _di kumpulkan melalui pihak
pertama dengan Teknik Pengumpulan Datanya melalui Wawancara, Observasi,
Dokumen dan lain sebagainya sedangkan.Data Sekunder adalah data yang di
peroleh dari catatan instansi, buku-buku, Undang-Undang dan lain sebagainya
dengan Teknik Pengumpulan Datanya adalah dengan cara Study Pustaka. Oleh
karena itu, maka peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan yaitu
Deduktif, adalah ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya umum ke
sifatnya khusus.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan adalah
sebagai berikut: Pertama, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam
mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu : Faktor
Hamil di luar nikah, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan. Faktor Hamil di luar
nikah yaitu dengan alasan perempuan yang hamil tanpa suami akan dikucilkan
dikalangan masyarakat dan dengan tujuan untuk menjaga harga diri dan martabat
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perempuan tersebut. Kedua, Dispensasi Nikah yang diberikan di Pengadilan
Agama Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari
kesesuaian persyaratan dan batas usia perkawinan.

Kata Kunci : Disper Dispensasi Nikah, Perk an, Pengadilan Agama
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ABSTRACT

Marriage dispensation is the granting of permission from legal institutions
to minors to carry out.a marriage with clear reasons and intentions as well as
granting permission from parents. Minors are_children whe have not reached the
age of 19 for-men and women whose marriage age limit has been regulated and
for women as described in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to
Law Number.l of 1974 concerning Marriage. . Therefore, there are several
changes in Law Number 1,0f'1974 regarding the age limit for marriage and
several other.changes*in‘Law. Number 16 of 2019 which are considered for the
Judge to grant the application for Dispensation for Marriage.

The problems in this study are as follows: First, what are the factors that
are considered by the judge in granting the Marriage Dispensation at the
Pekanbaru Religious Court. Second, how is the Marriage Dispensation granted at
the Pekanbaru Religious Court according to Law Number 16 of 2019 concerning
Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

As for the research method that the researcher uses in writing this thesis,
the researcher uses an empirical sociological research method or what is called
observational research;, which.is research that. collects data by going directly to
the field by looking at the reatity: and‘commen sense. The data that researchers
use are Primary Data and Secondary Data, where Primary Data is obtained or
collected through the first party with Data Collection Techniques through
Interviews, Observations, Documents and so on while Secondary Data is data
obtained from agency records, books books, laws and so on. The data collection
technique is by means of library studies. Therefore, the researcher uses the
deductive method of drawing conclusions, namely drawing conclusions from a
general matter to a specific nature.

The results of the research and discussion that the authors found are as
follows: First, the factors that are considered by the judge in granting the
Marriage Dispensation at the Pekanbaru Religious Court are: Pregnancy out of
wedlock, Economic Factors, Educational Factors. The factor of getting pregnant
out of wedlock is the reason that women who are pregnant without a husband will
be ostracized among the community and with the aim of maintaining the self-
esteem and dignity of the woman. Second, the Marriage Dispensation granted at
the Pekanbaru Religious Court is in accordance with Law Number 16 of 2019
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concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, from the
suitability of the requirements and the age limit for marriage.

Keywords: Dispensation, Marriage Dispensation, Marriage, Religious Court
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BAB |
PENDAHULUAN

gkat adalah
dalam suatu

bawah  aturan

sosial. Sebagai makhluk sosial tentu uput dari suatu Komunikasi, Interaksi
dan Perikatan, salah satunya Perikatan dalam sebuah Perkawinan.(Ety Nur

Inah,2016: 1).

Perkawinan adalah pembentukkan suatu keluarga yang berbeda yang mana

menyatukan antara pria dengan wanita dalam pertalian pernikahan. Seperti mana
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yang tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wani agai suami istri deng an membentuk keluarga

telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sebelumnya, Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pernikahan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia

Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933

No.74 bagi masyarakat Non Muslim. Selain itu, berlaku Undang-Undang
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mengenai tentang  Pencatatan Nikah, Talak, serta Rujuk (NTR) yang diatur

dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai

pelaksanaannya. (Hamid Sarong, 2010: 24-25).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 da ompilasi Hukum Islam (KHI) usia
perkawinan untuk berumur 19 Tahun bagi Laki-laki dan berumur 16 Tahun bagi
perempuan. Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, usia perkawinan mengalami perubahan yaitu untuk laki-laki dan

perempuan berumur 19 Tahun. Dan dengan kesimpulan didalam Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan terdapat Dispensasi Nikah.

Dispensasismemiliki makna dalam bahasa Indonesia;. artinya pembebasan
dari Larangan. Salah satunya adalah batas usia pernikahan yang telah diatur dan
ditetapkan dalam perundangan -Perkawinan ;seperti dalam Komplikasi Hukum
Islam, dijelaskan bahwa umur perkawinan untuk Laki-laki 19 Tahun dan
Perempuan 16 Tahun sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yaitu adala berusia 19 Tahun untuk Laki-laki dan Perempuan.

Dispensasi Nikah ini adalah sebagai solusi Hukum bagi anak yang belum
cakap Hukum™atau belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan sebuah
Pernikahan. Namun karena terhalangnya umur-yang belum mencapai dengan usia
yang telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan maka diadakanya
Dispensasi Pernikahan dan kebanyakan -dari mereka belum memiliki legalitas
formal untuk melakukan suatu pernikahan, oleh karena itu agar pernikahan yang
dilakukan sesuai Undang-Undang tentang Perkawinan dan resmi di kedudukan
Hukum Indonesia yang telah ditetapkan dan diatur didalam Undang-Undang
Perkawinan para pelaku Dispensasi Nikah mengambil Ikhtiar Hukum. Meskipun
Peraturan Perudang-Undangan Perkawinan telah di tetapkan dan diatur mengenai
batas usia Pernikahan sedemikian rupa, namun hal ini tidak dapat menjamin untuk
menutup kemungkinan seseorang menikah dibawah umur. Bagi yang belum

mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tetap
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dapat melakukan suatu Pernikahan dengan salah satu syarat yaitu mendapatkan

izin dari

Orangtua atau walinya juga izin dari Lembaga Hukum bagi non islam

dan Pengadilan Agama bagi beragama islam.

(Drs.Asfaw

Agama Peka

b.

o

o

. Surat Permohonan;

Foto copy KTP orangtua/Wali;

Foto copy KK;

. Foto copy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran

calon suami/istri dan;
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e. Foto copy ljazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan

Masih Sekolah dari sekolah anak.

2. Apabila syarat atau ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

orang tua yang telah siap untuk membantu moril dan serta material dan
sebagainya;

3. Karena aib, yaitu karena telah terjadinya perbuatan zinah(hamil) diluar
nikah.
Berdasarkan ketentuan diatas, tetap adanya Faktor yang menjadi

pertimbangan Hakim untuk memutuskan dan mengadili suatu Permohonan
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Dispensasi Nikah tersebut dengan berdasarkan Tujuan dan Asas sebagaimana
telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
tentang Dispensasi Nikah dalam Bab2 Asas dan Tujuan dengan pasal 2 dan pasal

3, yaitu:

o o T

-+ @

-«

dijelaskan didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

sebagai berikut:

Terhadap ketentuan Pasal 3 dapat dilihat sebagai berikut:

“Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah bertujuan untuk:

a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;



b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;

c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan
Perkawinan Anak;

d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi
pengajuan-permohonan Dispensasi Nikah; dan

e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi
Nikah di Pengadilan.”(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
tentang Disensasi Nikah).
Oleh karena itu, adapun hal dasar Hakim dapat mengbulkan dan

memperbolehkan Dispensasi Nikah karena disebabkan faktor kecelakaan (hamil
diluar nikah) dan faktor ekonomi. Dan Dispensasi- Nikah tersebut juga harus
berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah
berlaku.Begitu~juga dengan wajibnya Pemenuhan  Persyaratan Permohonan
Dispensasi Nikah. (Drs.Asfawi,M.H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara

Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Berdasarkan hasil pra-survey yang Peneliti lakukan, Peneliti menuangkan
batasan masalah yang dapat diambil dan dipahami dari latar belakang diatas yang
mana telah dijelaskan” dalam™ penelitian ini dan. hanya dengan melingkupi
permasalahan yang berkaitan sesuai-dengan Judul , yaitu : Dispensasi Nikah
menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Study Kasus
Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020). Peneliti mengangkat Judul ini dengan
mengambil Kasus diPengadilan Agama Pekanbaru JI. Datuk Setia Maharaja-Parit

Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28281.
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Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat Kasus mengenai Dispensasi Nikah
yang mana dalam Kasus tersebut terdapat berbagai faktor-faktor yang menjadi

pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah, yaitu diantaranya :

Nikah, ya oF ] : z karena faktor
Kecelakaan a ah) dan ini Hakim untuk
mempertim
mengabulka
Hakim mem ' i anita ah tanpa adanya

suami akan K ] eh.sebab itu Hakim

dengan alasan yang disebabkan kare or kecelakaan (hamil diluar nikah) dan
terkabulnya Pemberian Dispensasi Nikah ini oleh Hakim sesuai atau tidaknya
Dispensasi Nikah tersebut yang diberikan Hakim dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Permohonan

tersebut.
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Oleh karenanya Peneliti tertarik untuk meneliti proposal yakni dengan judul
“Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Iskan beberapa

jadilan Agama
n 2019 tentang

1974 tentang

C. Tujuan dan Manfaat Pe

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki Tujuan yang mana ini adalah Tujuan Penelitian

bagi Para Pembaca, yaitu :

10
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a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Dispensasi Nikah yang
diberikan di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai menurut Undang-

Undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang atas Perubahan Undang-Undang

b. menjadi
lilan Agama
baca, berikut

beberapa M
1. Pene endidikan untuk
ata khususnya
2 bagi semua pembaca

terutama rekan Q: & 1
LI 2

dalam bidang ini baik genai Perkawinan atau Dispensasi
Pernikahan;
3. Penelitian ini juga dijadikan kriteria untuk memenuhi dalam memperoleh

gelar strata satu(S1) sarjana hukum diFakultas Hukum Universitas Islam

Riau.

11
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D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan tentang Perkawinan

Dalam Agama Islam Perkawinan memiliki istilah yaitu “nikah” artinya

yang terjad

dimaksud b

LN AR

=
x
&
x
o
o
5
=
7
o
=3
D
o
o
o)
o
S
vy
=

L
(i

yang berlaku ke semua makhluk ciptaan Allah swt, tidak hanya berlaku di
manusia, tetapi juga berlaku pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan
bagi umat islam juga cara untuk menyempurnakan sebagian ibadah serta jalan
untuk memiliki keturunan, melahirkan dan cara yang dipilih Allah swt untuk
mewujudkan tujuan perkawinan yang memiliki keluarga yang bahagia.(Hasriani,

2016: 12)

12



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perkawinan juga memiliki makna dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yaitu berbunyi ialah :

“lkatan lahir dan bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita

ﬁ&n

ﬂ’ akukan sesuai

g\i\

QLN ANTRAER

syariat isl

akukal z pakan ibadah.

Allah dala
Oleh sebab

nikah,rukun

Untuk

secara Huku

( ‘
>
Py
=
3
QD
=
QD
o
=3
o
>

mempelai pria dan w EMe 1 elum melakukannya

Pernikahan.

Syarat adalah segala ) dibutuhkan dan dipenuhi sebelum
melakukan sesuatu. Apabila syarat yang diperlukan tersebut tidak terpenuhi maka
sesuatu yang ingin dilakukan tersebut tidak sah. Seperti Pernikahan yang memiliki

syarat-syarat nikah, jika tidak terpenuhi maka nikah tersebut dianggap tidak sah.

Berikut syarat-syarat nikah :

13
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a.) Akad Nikah
Akad nikah merupakan inti dari keseluruhan proses pernikahan. Dan

diartikan sebagai perjanjian antara wali dari pihak perempuan dengan laki-laki

memiliki Pertalian

o
‘f«' ena di dalam
a
‘; ramnya maka
v

3. Saudara Laki-laki seibu sebapak;

4. Saudara Laki-laki sebapak;

5. Anak Saudara Laki-laki seibu sebapak;

6. Anak Saudara sebapak;

7. Saudara Laki-laki dan Bapak, yang seibu sebapak;

8. Saudara Laki-laki dari Bapak, yang sebapak;

14
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9. Anak Laki-laki dari saudara Laki-laki dari Bapak, yang seibu

sebapak;

Laki-laki yang

mana akan dit . a mempelai S . Permintaan dari

Syarat Nikah juga adanya Ruku , yang mana Rukun Nikah ini harus
diperhatikan dan dilibatkan didalam suatu Penikahan agar Pernikahan tersebut

Sah.

15
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b. Rukun Nikah
Kedua calon mempelai yang ingin menikah tidak hanya memenuhi syarat

nikah, tetapi juga harus diperhatikan dan dipenuhinya rukun nikah sebab Rukun

bagian po

dengan Ru

c. Larangan Perkawinan

Meskipun sudah memenuhi suatu Syarat Nikah dan Rukun Nikah, suatu
Perkawinan bisa dikatakan tidak Sah. Sebab, Pernikahan tersebut benar-benar
harus lepas dari sesuatu hal yang dapat menghalanginya untuk melakukan suatu
Pernikahan yang Sah yaitu Larangan Perkawinan, ialah seseorang yang mana

tidak dapat dan tidak boleh melangsungkan suatu Perkawinan.

16
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Dalam pandangan Hukum Syara’ terdapat ada beberapa Larangan
mengenai Pernikahan antara Laki-laki dan Perempuan dibagi menjadi 2(dua)

bagian, yaitu sebagai berikut:

tidak dapat i(mahram muabbad) yang disebabks a hubungan Nasab,

antara lain :

dalam Garis Keturunan gari wah adalah yang dimaksud yaitu : -Anak
Perempuan, cucu perempuan (baik dari anak laki-laki ataupun anak
perempuan dan seterusnya kebawah);

3. Saudara Perempuan, yang dimaksud adalah yang seayah seibu, seayah saja

dan bahkan seibu saja;

17
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. Bibi, yaitu adalah yang dimaksud saudara perempuan dari garis keturunan

ayah atau ibu, baik dari saudara sekandung ayah ataupun saudara

sekandung ibu dan seterusnya keatas;

3. Larangan karena Ikatan Perkawinan;

4. Larangan karena talak tiga;

5. Larangan karena Ihram;

6. Larangan karena Perzinaan;

7. Larangan karena beda agama. (Tihami dan Sahrani Sohari, 2009:

65).

18
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Oleh karena itu, Azas Perkawinan adalah Prinsip. Berikut adalah azas-azas

Perkawinan :

dalam kategori anak-anak. Begitu juga walaupun sudah cukup umur

(cakap hukum) atau yang dalam kategori dewasa, Perkawinan juga harus

berdasarkan izin dari orangtua dan kerabat; dan lain-lain.

Dalam berkehidupan berumah tangga, berkeluarga, tidak semuanya hidup
rukun dan bahagia, sebab karena baik suami maupun istri belum tentu dapat saling

memahami hak serta kewajibannya satu sama lain sebagai pasangan suami istri,

19
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sebagaimana dijelaskan dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sehingga sering terjadi perselisihan yang terjadi dalam

Rumah Tangga yang kemudian berujung pada perceraian. Pada dasarnya

putus karena

bungan antara

Pernikahan dibawah umur. Jika seorang anak ingin menikah tetapi umurnya
belum cukup dalam wusia minimal yang berlaku dalam Undang-undang
Perkawinan maka anak tersebut mendapatkan Dispensasi Nikah. Dispensasi
Nikah ini akan diberikan dan dikabulkan oleh Hakim. Dan Dispensasi Pengadilan
Agama adalah Penetapan Keputusan sebuah izin (dispensasi) yang diberikan oleh

Pengadilan Agama untuk pengantin Laki-laki dan Perempuan yang belum berusia

20



19 Tahun untuk melangsungkan suatu Perkawinan. Dispensasi Nikah ini juga
disebutkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang mana sudah
terjadinya Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai batas Usia
Perkawinan atau.Dispensasi Nikah dan beberapa hal lainnya yang kini Undang-
undang.baru tersebut yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang,Nomor:1/ Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan disebutkan Pria
berusia minimal 19tahun dan \Wanita berusia minimal 16tahun. Akan tetapi, dalam
Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia
perkawinan minimal laki-laki dan wanita yaitu 19tahun. Maka bagi anak dibawah
umur yang ingin melangsungkan Perkawinan perlu diajukannya Permohonan
Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama serta mengikuti syarat dan ketentuan dan
prosedur yang telah ditentukan dan diberlakukan oleh Hakim diPengadilan

Agama tersebut.

Sedangkan di dalam Hukum Islam, tidak mengenal adanya Dispensasi
Nikah karena selagi ada niat dan kesiapan mental serta Tanggung Jawab yang
dimiliki oleh calon mempelai pria dan wanita serta restu dan izin dari kedua orang
tua masing-masing calon mempelai pria dan wanita maka boleh dilakukan
pernikahan tersebut. Akan tetapi itu semua kembali dengan Peraturan Undang-
undang Perkawinan sebab  Hukum Indonesia sangat dijunjung tinggi dan
peraturan berlaku. Begitu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2019 yang mana menyetujui adanya Dispensasi Nikah.(Drs.Asfawi,M. H,

Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara diPengadilan Agama Pekanbaru).

21
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Dispensasi  Nikah dibutuhkan untuk kedua calon yang ingin
melangsungkan suatu Perkawinan tetapi belum mencapai usia 19 Tahun.

Sebagaimana didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

A3 Yo\ B

"2

adalah hal

kematangan

oy
3
=]
@
S
L
[
D
wn
<4
S

Ji
3
=
1<)
>
=
2
)
—
IS
=
D
=

dan uraian ye

bahwa calon

perkawinan di bawah umur. Hal pe y dalam batasan umur ini, artinya untuk
menghindari terjadinya suatu praktek “kawin” pada anak tersebut, seperti contoh
yang kebanyakan terjadi di pedesaan sehingga menimbulkan berbagai akibat yang
negatif. Apabila tidak tercapai minimal umur yang ditentukan Undang-Undang
tersebut, dengan itu untuk melaksanakan suatu pernikahan harus dibutuhkannya

suatu dispensasi yang diberi dari Pengadilan atau Pejabat lain setempat dan

langsung ditunjuk oleh kedua orangtua pihak tersebut, baik dari kedua orangtua

22
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pria dan wanita. (K.Watjik Saleh,1976: 26). Dengan demikian diaturnya batas usia
minimal melangsungkan Perkawinan dalam Undang-undang dan di berikannya

Dispensasi Nikah, yaitu ada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang

awinan terdapat
Dispensasi jkan Pernikahan
disebut di dala al 7 aya : : s ahun 1974 yang

berbunyi :

Dan ini disebut dengan Dispensasi Nikah. Dalam hal untuk mengajukan
Permohonan Dispensasi Nikah dapat meminta dan mengajukan Permohonan
tersebut ke Pengadilan Agama dengan orangtua atau wali yang mengajukan
Permohonan dengan mengikuti Prosedur dan Pelaksaan yang diberlakukan. Hal

ini juga sudah disebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, yang berbunyi :

23
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“Dalam hal penyimpangan pada ayat(1) pasal ini meminta Dispensasi
kepada Pengadilan Agama atau kepada Pejabat lain yang ditunjuk
langsung oleh kedua orangtua pihak dari pria maupun wanita

tersebut. ”(Undang-undang Nomor 1, 1974:pasa

19tahun da
terhadap us jaitu | inimal berusia
19tahun. F : = : ' Perubaha babkan karena

menganggap usia imal 16 da Se sangat muda dan

dikhawatirkan kes menta e i an ini terdapat pada

Dengan adanya Perubahan p Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
mengenai batas usia minimal laki-laki dan wanita yang awalnya laki-laki 19 tahun
dan wanita 16 tahun, maka perubahan tersebut terdapat dalam Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang mana batas usia minimal laki-laki dan perempuan

yaitu 19 tahun untuk melangsungkan suatu Perkawinan, yaitu terdapat dalam

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

24
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“Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Perkawinan juga dijelaskan dan disebutkan didalam Kompilasi Hukum

secara Syarial N diseb d Rofig M.A,
1998: 78). Berik at dalam Al-Qur’an yan cbutkan-salah satu tujuan
dari menika I agar terhinda | iat aki dan Perempuan

serta menu

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dispensasi nikah tidak dikenal dalam Islam dan untuk mencapai suatu
Tujuan Pernikahan tidak adanya ketentuan mengenai batas usia untuk melakukan
suatu Pernikahan dalam Islam. Tetapi karena Indonesia Negara Hukum yang

mana sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pernikahan

25
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dibatasi umur untuk melakukan Pernikahan yaitu dalam Undang-Undang No.16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang mana bata usia minimal 19 Tahun untuk Laki-laki dan

sasi Nikah
agar tidak
m Kompilasi
inan terdapat

dalam Pas 5 ayat (1 : KL ayat (1) yang

tahun harus me . Q “ ana-diatur dalam Pasal 6 ayat (2),
(3), (4) dan (5)

Perkawinan”.(Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1),(2)).

Meskipun Dispensasi Nikah sudah dijelaskan dan diatur didalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan serta memiliki pandangan secara Islam yaitu dalam
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Kompilasi Hukum Islam, Dispensasi Nikah juga dijelaskan dan diatur didalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Peraturan. Mahkamah Agung Nomor.5 Tahun 2019 menyetujui
dengan adanya Dispensasi Nikah dengan tujuan untuk melindungi Hak anak dan
memberikan Kepentingan terbaik bagi anak. Dan dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun, 2019 disebutkan Dispensasi Nikah dapat diajukan ke
Pengadilan Agama bagi seorang muslim atau yang beragama islam dan bagi yang
non muslim atau yang tidak beragama islam, dispensasi Nikah dapat diajukan ke
Pengadilan Negeri dan alasan mengajukan Dispensasi Nikah harus dengan alasan
yang mendesak. Alasan-alasan mendesak tersebut yaitu Keadaan mendesak yang
diartikan bahwa keadaan yang tidak ada pilihan lain.atau tidak menemukan jalan
keluarnya selain dengan melangsungkan suatu perkawinan dengan sangat
terpaksa. Misalnya keadaan mendesak  tersebut-seperti Hamil di Luar Nikah.
Dengan ini akan menjadi Pertimbangan Hakim dan peran aktif Hakim untuk
mengabulkannya dengan disertai dengan pemenuhan bukti dan persyaratan yang

telah diberlakukan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur
beberapa hal penting lainnya seperti bahwasannya Hakim terlebih dahulu harus
memberikan nasihat-nasihat serta arahan yang baik dan positif bagi kedua calon
mempelai pengantin tersebut dengan memberitahukan juga resiko-resiko
kedepannya dan jalan kedepannya ketika sudah beruma tangga terutama resiko
berhentinya Pendidikan jika sudah menikah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur Proses Persidangan pemberian Dispensasi
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dan sikap Hakim dalam persidangan sedang berlangsung.Dalam Persidangan
sikap Hakim tidak boleh merendahkan,menyalahkan atau mengintimidasi

Perempuan yang berhadapan dengan Hukum yang mana aturan ini sudah diatur

2019 tentang

1974 tentang

Perkawinan. Oleh karena itu lahirla dang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini
yang didalamnya ada beberapa Perubahan yaitu tentang Dispensasi Nikah yang
mengenai batas usia minimal seseorang dapat melakukan Pernikahan dan

perubahan lainnya.
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Berikut beberapa Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, yaitu membahas mengenai sebagai berikut :

a. Dalam Jang-Undang 2\ 9 Dj Nikah

Undang-

untuk memberikan Keterangan dan Pengadilan wajib mendengarkan
Keterangan dari orangtua kedua mempelai.( Drs.Asfawi,M. H, Hakim :
Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru).
Penelitian tentang Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan hasil pra survey
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peneliti sendiri. Ada beberapa Skripsi dan Jurnal yang lebih dahulu sudah
melakukan suatu Penelitian mengenai tentang permasalahan Dispensasi Nikah,

diantaranya yaitu :

A

AQ™

emiliki suatu
r pelaksanaan

jadilan Agama

NAtACN

pertimbangan

Dispensasi q q ‘ refly ‘1:@, anjarnegara Kelas 1A Pasca
Perubahan Undang-U winan, oleh Dany Nur Madinah NIM
: 1617302058, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri,
Purwekerto. Dalam skripsi ini membahas mengenai Dispensasi Kawin
menurut perubahan Undang-Undang dan membahas mengenai
penyebab terjadinya Dispensasi Kawin;

3. Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Dalam Penetapan

Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp diPengadilan Agama Jakarta
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Pusat, oleh Didin Hafidhuddin Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat. Yang di publikasikan

dalam Kodofikasi Journal pada Tahun 2017, membahas tentang

Tentang Harta Bersama di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Adapun berdasarkan bahan pustaka diatas yang menjadi referensi Penulis,
kelima skripsi dan jurnal tersebut saling berkaitan, karena pada dasarnya mengkaji
mengenai Dispensasi Nikah. Namun, yang akan membedakan dalam penelitian ini
penulis lebih menspesifikasikan dan merincikan Pertimbangan Hakim dalam

mengabulkan Dispensasi Nikah terutama dengan alasan Hamil diluar nikah dan
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apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan atau belum Dispensasi
Nikah tersebut di berikan. Penulis juga akan melihat bagaiman Prosedur

pelaksanaan permohonan Dispensasi Nikah.

san mengenai
dalam ruang

tersebut maka

TRERAENRY

o

'»

untuk hidup berkeluarga secara bersama-sama dalam waktu yang lama.
(Prof.Subekti, 1985: 23);

3. Anak dibawah umur adalah anak yang belum dewasa atau bisa disebut
dengan belum cakap hukum dan belum kawin. (Drs.Asfawi,M. H, Hakim :

Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru);
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4. Batas Usia adalah pencpaian usia atau target usia seseorang untuk dapat
melakukan sesuatu secara sah atau resmi.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat Data yang rinci serta akurat dalam Penelitian ini, penulis

menggunakan Metode Penelitian, antara lain :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis dan Sifat Penelitian secara umum dapat digolongkan atau

dikelompokkan dalam beberapa jenis penelitian dan sifat penelitan, dan pemilihan
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jenis penelitian serta sifat penelitian tersebut tergantung pada suatu perumusan

masalah yang ditentukan dan yang tela ditetapkan dalam penelitian tersebut.

a. Jenis Penelitian

5 gunakan ialah

Deskriptif maksud untuk

menganalisi
dengan rinci data yang ebag: : a bermaksud untuk

membuat kes

2016: 21).

mengenai penelitian ini I gambil lokasi Penelitian diPengadilan
Agama Pekanbaru beralamat di JI.Datuk Setia Maharaja, Tengkerang Labuai, Kec.
Bukit Raya,Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28281. Dalam penentuan lokasi ini
tentunya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Peneliti dengan lokasi
tempat tinggal peneliti agar lebih memudahkan dalam proses penelitian dan juga

meminimalisir biaya, tenaga dan juga waktu peneliti.
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3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi memiliki makna yaitu jumlah dari keseluruhan satuan-satuan atau

atau wawancara yang terstruktur al alat pengumpulan data yang pokok
dengan tujuan untuk mendapatkan infromasi yang spesifik dan rinci. (Usman &

Akbar, 2008).

Adapun jumlah populasi dan sampel dalam Penelitian ini yang diambil
untuk penelitian ini yaitu ada hakim dan pihak berperkara dipengadilan agama

pekanbaru yang akan diperjelas dengan table dibawah ini.
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Tabel 1.1

Daftar Populasi tentang Dispensasi Nikah menurut Undang-undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

No

meggunakan teknik penentuan sampel yaitu Purposive Sampling. Pada metode
Purposive Sampling, peneliti mengambil hanya 2 orang Hakim di Pengadilan
Agama Pekanbaru karena dari 3 Hakim tersebut hanya 2 Hakim saja yang
memutuskan perkara Dispensasi Nikah dan megambil 1 orang Panitera Muda dari
2 populasi Panitera Muda. Kemudian dalam Penelitian ini Peneliti hanya dapat

mewawancarai 6 orang dari 52 populasi pemohon Dispensasi Nikah.
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4. Data dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan Peneliti dalam penelitian proposal ini

disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lainnya yang digunakan, maka

atau orang

kuesioner,

5. Alat Pengumpulan Data
Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan beberapa metode yang

dijadikan sebagai alat dalam Pengumpulan data, sebagai berikut:
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a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan

secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada

kajianya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif.

Metode kualitatif ialah suatu metode yang lebih menekankan pada aspek
pemahaman yang mana secara mendalam terhadap suatu masalah yang di teliti
yaitu mengenai tentang Dispensasi Nikah bertujuan untuk memahami realitas
sosial. Realitas Sosial tersebut yaitu melihat adanya suatu kenyataan yang terjadi

tentang faktor Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Secara
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keseluruhan, dalam proses analisis data dalam Penelitian ini ditempuh cara
pengambilan data melalui pengumpulan dokumen serta laporan wawancara yang

mana untuk dideskripsikan sesuai dengan konteks suatu masalah, lalu dianalisis

Perubahan Undang-Undang Nomo 074 tentang Perkawinan.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Dispensasi Nikah diPengadilan Agama Pekanbaru.

1gan tujuan untuk
ermasuk  kedalam

dari “ikatan lahir batin” yang memiliki arti bahwa akad adalah suatu perkawinan
yang bukan semata-mata hanya suatu perjanjian yang bersifat keperdataan. Tetapi
maknanya ialah merupakan suatu ungkapan untuk mentaati dan melaksanakan
anjuran Allah dan termasuk kedalam ibadah, uraian tersebut berpedoman atas
Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara rinci ini menjelaskan bahwa perkawinan ialah

ibadah atau merupakan hal yang sakral untuk umat Islam serta merupakan suatu
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peristiwa agama yang sangat penting, dengan karena itu bagi setiap orang yang
melaksanakan perkawinan merupakan orang yang telah menyempurnakan

sebagian agamanya dan mendapatkan pahala besar dan termasuk melakukan

Perkawinan did Q % ‘ “‘%

yang terdapat dalam Agama a tidak terlepas dari aturan yang

berlaku, yang mana diatur dan dijelaskan di dalam Hukum Islam, yaitu:

1) Adanya persetujuan dengan ikhlas dari para pihak yang melangsungkan
perkawinan tersebut, yaitu melakukan peminangan dahulu dengan tujuan

setuju atau tidaknya kedua belah pihak tersebut;
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2) Tidak semua perempuan boleh menikah dengan laki-laki, karena ada

beberapa kepercayaan yang melarang perkawinan antara laki-laki dan

perempuan, harus diperhatikan;

bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, pasangan saling membantu
dan melengkapi satu sama lain untuk mengembangkan kepribadian
mereka dan saling membantu mencapai kesejahteraan fisik, mental
dan materi;

b. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila Perkawinan tersebut di

lakukan dengan kepercayaannya masing-masing dan agamanya
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masing-masing,oleh karenanya tiap perkawinan harus dicatat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan ini merupakan pencatatan yang sangat penting bagi

berakhir di perceraian dan untuk mendapat keturunan yang baik,
sholeh atau sholeha dan sehat, oleh sebab itu Undang-Undang
menentukan batas usia seseorang untuk dapat melakukan
pernikahan. Usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu

berusia telah 19tahun;
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e. Tujuan pernikahan adalah  membentuk keluarga sejahtera,
langgeng dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip

mempersukar  terjadinya peceraian, untuk memungkinkan

7
ﬁ
)
%
i

tujuannya untuk memperoleh keturunan guna melangsungkan kehidupan,

penjelasan ini dijelaskan dalam Q.S Yasin :36 yang bunyinya:

i ¥ ey dgml s (DT s el 5391 G 3l G
Artinya:

“Maha Suci Tuhan vyang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya,baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka apa yang diketahui."”
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2. Al Hadist
Sumber selanjutnya yaitu Al Hadist, yang menjelaskan adanya penjelasan-

penjelasan dari sunnah yang tidak disebutkan dan dijelaskan didalam Al-Qur’an,

berikut beberap C erkawinan

S Uyt )

d. Rukun dan Syarat sah Perkawinan.

. Rukun dalam pernikahan sangat penting karena menentukan efektifitas
ibadah, seperti mencuci tangan saat wudhu dan saat shalat takbiratur ihram untuk
shalat. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya pengantin pria/wanita dalam

pernikahan.
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Dengan adanya Rukun maka ada Syarat karena Rukun dan Syarat
berdampingan serta memiliki keterkaitan yaitu dalam perkawinan. Syarat adalah

sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, misalnya menurut Islam

dalam islam tidak ada

at Islam pria
dan wanita jiwa raga serta
kemampu a jika seorang

dipandang tela an dan memiliki

bebunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.”( UUD, 1945: Pasal 28B Ayat 1)

2. Tinjauan tentang Dispensasi Pernikahan
a. Pengertian Dispensasi Nikah
Menurut Sudarsono, Dispensasi dalam Kamus Hukum merupakan

pengecualian dari aturan yang bersifat umum ke suatu keadaan yang bersifat
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khusus atau yang diartikan juga sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau

larangan.(Sudarsono, 2005)

Sedangkan menurut Roihan A.Rasyid, Dispensasi merupakan kebebasan

Dispensasi  Nik : : a seseorang dapat
melakukan dispensas : kut sy ‘1 eseorang dapat

melakukan

nikah dari KUA;

4. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon (Orangtua) yang dimateraikan
Rp 6.000,-;

5. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon dimateraikan Rp 6.000,-

(NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
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6. Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah
Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos

Besar dan menunjukkan yang asli;

»~ g
P

. Membayar biaya panjar perkara. (Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan
Dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru.
c. Batas Usia Perkawinan
Dalam Agama Islam tidak mengenal adanya batas usia seseorang untuk
melangsungkan suatu Perkawinan, karena dalam Islam jika seseorang sudah siap

dan mampu secara mental, hasrat ingin menikah sudah ada, maka dianjurkan
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untuk segera menikah serta apabila seseorang tersebut sudah akil balig. Seseorang
yang sudah akil baliq, menurut syariat Islam dapat melakukan ijab gobul dengan

sah dalam akad nikah.(M.Abdul Mujieb, 1994:37)

perkawinan ter aturs { eperti : Undang-
Undang No : ) ng Pel as Ur 19-L dang Nomor 1
tahun 1974 tenta S r " asi .‘ 3 1 ndang-Undang

Nomor 1 ta : : 3 a. Undang-Undang

Sesuai surat keputusan nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan
inkuisisi/pengadilan syariah diluar jawa dan madura yang di sahkan tang-
gal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 N0.99.Sehingga menteri
agama mengeluarkan Penetapan Kemenag Rl Nomor 58 Tahun 1957 tentang
pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari’ah diSumatra tanggal 13

November 1957 . Menyusul putusan tersebut, sebagian peradilan agama
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didirikan secara bersamaan, yaitu peradilan agama/peradilan syariah di Tanjung

Pinang,Rengat,Bengkalis.

Menurut  kesepakatan sebagian Alim Ulama diPekanbaru, khususnya

bertemp para tokoh
masyaraka 3 N G Pengadilan
Agama/Penga ; : aidi, Kepala
Departeme resmi telah
mengesahke ama/Pengadilan

Islam diPek:

Pertama kalinya beroperasi, Pengadilan Agama yang biasa disebut
Pengadilan Islam Pekanbaru hanya memiliki ruangan kecil yang berdekatan
Kantor Urusan Agama Praja Pekanbaru Kota bertepatan JI. Rambutan,Kecamatan
Pekanbaru Kota. Yang mana hanya meja panjang sebagai interiornya. Kemudian

sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor dan menyewakan

rumah kepada warga diJl. Sam Ratulangi,Kecamatan Pekanbaru Kota, tahun

50



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1969 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke kota Pekanbaru. Dinas

Pertanian dengan tahun yang sama K.Haji Abdul Malik (presiden pertama)

meninggal pada 01 Januari 1970.

camatan Sukajadi.
Terhitung ke Jl.Kartini

Kecamatan

LAy

Tela
tahun 1979 yang di ni {epa Agama Permukiman Selat

Dr. H.Amir i ba 3 S . Haji Am s (1982) Majelis

(2001-2004), Drs.Harun S, S 006), Drs.Syahril, SH, MH ((2006—
2007, PYMT), Drs. H.Masrum (2007 —2009), Drs. Taufik Hamami (2009-2010),
Drs. H. Firdaus HM, SH, MH (2010—2012), Drs.Abu Thalib Zisma (2012—2015),
Drs.H.Syaifuddin, SH, M.Hum (2015 — 2019), Drs.H. Darmansyah Hasibuan, SH,
MH (2019 - 2020), Drs.H. Usman, SH, MH (2020 - 2020), dan Drs.Ahmad

Sayuti, MH (2020 - sekarang).
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Sementara itu pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dijabat Dr. Haji
Masrum, MH, kemudian April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru

memindahkan kantornya ke JI. Rawa Indah Arifin Ahmad Nomor 1 Pekanbaru.

pindah ka : enyewaka 3 menghuni fasilitas

lain selama

seiring berj “, Arifin Ahmad
sebagai or ar sewa kantor
Inkuisisi Pe or Kementerian
Agama di Ri dari wali kota.
Bapak Dr. H. Pekanbaru kepada
perhatian Inkuisisi‘Pel @ : ' emasukkan Ketua Inkuisisi ke
dalam Protokol Muspida . enyediakan Ketua Inkuisisi Pekanbaru dengan

sebuah mobil.

Tanggal 1 Juli 2004, semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama
diPekanbaru, bersama-sama dengan pengadilan lainnya, berada di bawah satu atap
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menuirut hukum mereka mempunyai
kualifikasi sama, tetapi dalam praktiknya masih ada celah.Ini menyebabkan

diperlukannya perhatian serius terhadap kesetaraan kekuasaan kehakiman di
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Indonesia. Ini adalah bagan pimpinan pengadilan agama Pekanbaru dari tahun

1958 hingga sekarang.

=z
o

TABEL 2.1

S E e P A L i R A

[EEN
=

[EEN
=

[EEN
N

[EEN
w

[EEN
&

Drs.
MH

2015 s/d 2019

15.

Drs. H. Usman, SH, MH

2019 s/d 2020

Sumber: https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil

pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan.
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B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru
1. Visi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi adalah cita-cita atau impian dari suatu organisasi atau instansi tertentu

Pekanbaru

yang harus

dirumuskan

berikut:

C. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru
Dengan adanya Asal Muasal Pengadilan Agama Pekanbaru, maka adanya
Bentuk Organisasi. Yang mana Bentuk Organisasi tersebut adalah susunan jabatan
penting di Pengadilan Agama Pekanbaru, berikut adalah Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Pekanbaru :
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Ketwa
Ors. Ahmad Sayuti, MH
NIP, 19660415.199403.1.005

Wakil Ketua
Bl [Nursal, S.A.g., M5y
NP 197H0815.199703..004
Hakim
12
.
i Misnah, SH.
5. Drs. Asfawl, MM
6. Drs. H. Januar
i
7. Drs. Miranda
|
-
8. Drs. Sasmirudin,
Al [o.0ro. W, Rosna Zoeha ,Drs. Nursollbin, M.
110, Dra. Hj. Nurlen Afizay Ora. Raudanur, MA.
X i
11, Drs. Sahian, S.H, M. . Drs. K. Nr Al Jumat, SH, M.
19580811.493503.2001
7| Pantera Mods Gugatar fuda P
Zahwiar, SH. i I
NIP, 19700710.198912.2.001 | INIP.1 1
Kelompok Fungslonal
1. Akhyar, SH. Iy ta, S.Ag. MH.
2. Nurhakim, S S, MH . "
3. Fatimah A, 5.4, MH. FajatHutabarat, SH, WA, | 2 Agusi 2 Kemmarta’
= =
. Drs. Zulkifl, S.H, MH. |3 Khairul Anar, i Artati
E A
(5. Hidayati, S.Ag. wan Suwand, SH.

6. Zuriati, S.Ag

==

Gambar 2.1 Struktur Orgdﬁ‘i‘sa.sl‘

Keterangan

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim

a. Dra.Erlis, SH, MH;

-

osmel Zuy, 5.1

torman| [Kanubog Kepegawaian, Organivan|
dan Tota Laksana

Fitria Hayatl, S.H., MH
INIP. 19790914.200604.2.021

Sl Yusidartl, SH. Rika Octoria Nur, $.Kom., M.
Fungsional Analis Kepegawaian
A |Angai Hautani Adha, S.€.

01 |Emyia, 5.4,

' /’gaﬁia Pekanbaru
— -

- Nursal,S.A.g., M.Sy.(NIP: 19710815.199703.1.004).

: Drs. Ahmad Sayuti, M.H (NIP: 19660415.199403.1.005);
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b. Drs. Mukhtar, MH;

c. Dra. Nurhaida, M.Ag;

d. Dr.Hj. Nursyamsiah, MH;

s. H. Gusnahari, SH, MH.;

t.  Drs.Nursolihin, MH.;

u. Dra. Raudanur, M.H.;

v. Drs. H. Nur Al Jumat, SH, MH
4. Panitera

a. Hj. Nuraedah, S.Ag
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10.

11.

12.

Panitera Muda Gugatan

a. Zahniar, S.H.

Panitera Muda Permohonan :

c. Fatimah Ali, S.H.,, M.H.;
d. Drs. Zulkifli, S.H., M.H.;
e. Hidayati, S.Ag;

f. Zuriati, S.A.qg;

g. Erdanita, S.A.g., M.H,;

h. Rosita, S.H., M.H;
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k. Elpitria, SHI, MH.

=

e
o
W

]

o

o

o

o A
< ’ ,

a. Rika Octoria Nur, S.Kom., S.E.
17. Fungsional Analis Kepegawaian :
b. Anggi Haulani Adha, S.E;

c. Emylia, S.H.
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D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru
Pengadilan agama ialah lembaga tingkat pertama yang menjalankan

kekuasaan kehakiman dilingkungan pengadilan agama di ibu kota kabupaten atau

Pengadilan A

Pasal 49 U

2. Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Fungsi Yudikatif, memperoleh,memverifikasi,mengamati,dan
menuntaskan perkara, merupakan fungsi majelis agama tingkat

pertama (ref: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
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b. Fungsi Pembina, yaitu memberi bimbingan dan arahan kepada Pejabat
Struktur dan Fungsi setingkatnya dibidang peradilan teknis,

administrasi peradilan dan administrasi umum/peralatan, keuangan,

D perwujudan
panitera, dan
angkatnya, agar
-sungguh dan
Jang Nomor 50

naan Sekretaris

Fungsi administrasi, yaitu administrasi peradilan (teknis dan yudikatif)
dan  administrasi umum  (ketenagakerjaan, keuangan dan
umum/peralatan) (lihat: KMA No. KMA/080/V111/2006).

Fungsi Lainnya:
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Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perhitungan dan rukyat dengan

instansi terkait lainnya seperti Kementerian Agama, MUI, ormas Islam. (Lihat:

Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Penggantia

Pelayanan

Keterbukaa

E. Wil

Gambar 2.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru (Sumber:
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil -
pengadilan/wilayah-yurisdiksi).
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Keterangan Gambar:

Warna Ungu Tua  : Wilayah Kecamatan Bukit Raya
Warna Biru Muda  : Wilayah Kecamatan Lima Puluh
Warna Kuning

: Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai

antrly,

R

— X T T S @ - o a0 T oW

<Y

N
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F. Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru
Pengadilan Agama Pekanbaru beralamat diJalan Datuk Setia Maharaja JI.

Parit Indah, Tengkerang Labuai,Kec.Bukit Raya,Kota Pekanbaru,Riau 28281.

s

= = -

msndMss Lounge
Pengadilan Agama Pekanbaru

A Mulai t. Telepon [1 Simpal

1] @] <

Gambar 2.3 Peta Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru
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Dari gambar peta diatas, untuk sampai ke alamat Pengadilan
Agama Pekanbaru harus melewati Jalan Parit Indah. Lalu, ketika sudah memasuki

Jalan Parit Indah maka lurus saja sampai simpang 4 lampu merah (depannya

tersebut dan untuk

n 2019 tentang

1974 tentang

Undang-Undang merupaka U peraturan yang dibuat dengan tujuan
untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara dalam rangka
mewujudkan tujuan bentuk Negara. (e-jurnal,2013) Oleh karena itu, Perkawinan
juga memiliki Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perkawinan
salah satunya mengenai batas usia untuk melangsungkan Perkawinan, yaitu:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

64



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan Undang-
Undang terbaru mengenai Perkawinan yang mana pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. tersebut telah  mengalami.beberapa Perubahan
yaitu salah satunya tentang Batas Usia Perkawinan. Dan setelah adanya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 ersebut/ maka,Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tidak diberlakukan lagi. Adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pembaharuannya
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya yaitu
adalah Perubahan batas usia perkawinan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah berusia 19
tahun. Hal ini dilakukannya perubahan dengan tujuan untuk menjaga dan

mengurangi pernikahan sejak dini(dibawah umur).

1. Sejarah Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun.1974 tentang Perkawinan.

Selama 45 tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan sudah di laksanakan masyarakat Indonesia dengan menjadikan

panduan mengenai perkawinan dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti.

Terkhususnya didalam Negara kesatuan mayoritas Islam di Republik Indonesia.

Sebab, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksaannya adalah PP No.9

Tahun 1975, sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.
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Seiring berjalannya waktu, perubahan yang begitu cepat, beberapa pihak,
khususnya pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa sesuatu yang tidak
pantas lagi diterapkan dalam undang-undang perkawinan, yaitu pasal 7 Ayat 1

Undang-Undang Noemer 1 Tahun. 197

mengatur bahwa perkawinan hanya dimungkinkan jika seorang laki-laki berumur
penuh 19 (sembilan belas). tahun, dan seorang perempuan berumur penuh 16
(enam belas) tahun. Ketentuan ini membolehkan pernikahan dini bagi anak
perempuan, sebagaimana Pasal 1 (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor
23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagal seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun 1974.

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017/ tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang-Perkawinan terhadap Undang-Undang
Dasar 1945, yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan
tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu
berdampak pada atau menghalangl pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak
konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak
sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan,
yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis
kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Demikian
pula dikemukakan bahwa ketentuan usia minimum untuk kawin dengan
perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi

dalam rangka pelaksanaan hak kawin yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)
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Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga didiskriminasikan terhadap perlindungan

dan pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, secara hukum, usia minimum

norma untu
dengan men Sia K_menika erempuan. Dalam

hal ini bata i E angan usia minimal

kematian ibu dan anak. orang tua dan untuk memberikan anak-anak dengan

kesempatan pendidikan setinggi mungkin sebagai yang disebutkan dalam
Undang-Undang No.27 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran di atas, Presiden Republik Indonesia menyetujui

pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang No0.16 Tahun 2019 tentang
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perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya
memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

dimaksud pada

mempelai yang

Dalam Pasal 7 perubahan ayat (2) sampai dengan (4) di atas, penekanannya
adalah pada penyelesaian bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun,
kemudian orang tua/wali. Orang tua/wali laki-laki dan/atau perempuan dapat
meminta keringanan pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, dengan
bukti pendukung yang cukup. Bagi umat Islam dalam situasi di atas,

dimungkinkan untuk secara sukarela mengajukan kasus kekebalan perkawinan
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(permohonan) ke pengadilan agama di tempat tinggal atau pengadilan agama
tempat pernikahan itu dilangsungkan. Apa masalah dan bagaimana mengajukan

kasus pengecualian pernikahan.( Artikel Pengadilan Agama Pontianak, 2021).
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2019 tentang
Perubahan ang Perkawinan,
Pengadilan omor 1 Tahun
1974 tenta utuskan suatu
Perkwinan a da .l ensasi Nikah '_.. g-Undang Nomor 1
Tahun 1974 te c ale erdapat batas usia
minimal sese : ' ; ity ,4.‘ untuk pria dan
16tahun untu ngkan' 'dala ang Perkawinan yang

terbaru ialah : ' g telah mengalami

Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu sebagai

berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dispensasi Nikah
dimungkinkan untuk dikabulkan tanpa syarat. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk

dikabulkan dengan bersyarat.
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2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dispensasi Nikah diajukan

di Pengadilan Agama atau Pejabat lain dengan ditunjuk sendiri oleh para

pihak yang mengajukan Dispnsasi. Sedangkan dalam Undang-Undang

memberlakukan Dispensasi Nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tersebut, yang mana:

a. Bagi pria dan wanita ingin melangsungkan Perkawinan maka usianya
minimal 19tahun;

b. Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan dengan bersyarat;
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c. Dispensasi Nikah diajukan diPengadilan Agama bagi yang beragama
Islam dan diPengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam;

d. Orangtua kedua calon selain mengutarakan Permohonan Dispensasi Nikah

yang ma hata: anNg Ve jika ingin
penulis yang
didapatkan di Pengadilan

Agama Pek

TANGGA
PENGADIL

SI NIKAH DI
RKAIT USIA

75%

Usia dibawah 19 tahun

2 Usia diatas 19 tahun 3 25%

Jumlah 12 100%

~ Sumber: Data Olahan Responden Penelitian 2020
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Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa usia Pemohon
Dispensasi Nikah berdominan masih dibawah umur dan tidak sesuai dengan

Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

dan kurangnya

Perkawinan

AnN-

informasi

mengenal

\""«l\

didapat pe

\

-

Sh=
o
X
>
Z
®
>
5
c

Presentase (%)

1 Mengetahui 50%
2 Tidak Mengetahui 50%

Jumlah ‘ 6 100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan Hasil dari Tabel diatas dan sesuai hasil pra survey dapat
disimpulkan bahwa 3 pasang dari 6 pasang Responden atau sama dengan 50%

belum menetahui adanya Perubahan batas usia perkawinan, berbeda halnya
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dengan 3 pasang Responden lainnya atau sama dengan 50% sudah mengetahui
adanya Perubahan batas usia Perkawinan tetapi karena adanya hal yang mendesak,

membuat 3 pasang Responden tersebut mengajukan Permohonan Dispensasi

Dispensas yang ma : gadila a.Pekanbaru ini

dikabulkan' ka ab van Y ak tersebut masih

dibawah u A ' ! d arga diri anak
perempuan : J pya Pembaharuan

batas usia padz 3 erkawina Ja bulkan dengan

diberikan Pengadilan Agama Peka enurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, berikut tabel pertanyaannya:
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TABEL 3.3

PERTANYAAN PENELITI KEPADA PIHAK PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU MENGENAI BAGAIMANA DISPENSASI NIKAH YANG
DIBERIKAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU SESUAI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ANG PERUBAHAN

No

Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, berikut hasil tanggapan dan

penjelasan yang diberikan Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru, dijelaskan bahwa:

1. Menurut Bapak Dr.Asfawi, M.H sebagai Hakim Dispensasi Nikah
menjelaskan bahwa Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama

Pekanbaru tersebut menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang mana dalam mengajukan Permohonan Dispensasi

sampai dikabulkannya permohonan tersebut wajib mengikuti Persyaratan

memenuhi Persyaratan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
mengenai Dispensasi Nikah serta tidak adanya alasan atau faktor yang

mendesak;

. Menurut Bapak Dr. Asfawi, M.H menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah

yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru wajib sesuai dengan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena, pertama, adanya
beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, kedua, karena wajib mengikuti peraturan yang telah di tetapkan agar

1;"\‘%

ERARY

o
g
¢
o

B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi
Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Di Pengadilan Agama Pekanbaru terjadinya Dispensasi Nikah disebabkan

oleh beberapa faktor dan yang mana faktor tersebut menjadi faktor pertimbangan

Hakim untuk mengabulkan atau tidaknya Permohonan Dispensasi Nikah tersebut.

Berikut beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim, yaitu:
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1. Faktor Hamil di Luar Nikah.
Di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menjadi faktor utama Hakim dalam

mempertimbangkan untuk mengabulkannya permohonan Dispensasi Nikah tahun

dan tidak

dibenarka ukan karena

E N

\ﬁ\t\%\ﬁ\
;

sebab ham

3
@
>
)
=
3
A
©
=
@
=
>
S
Q
©
=

sosial anak tersebut belum mateng, dikhawatirkan berujung perceraian. Oleh
karena itu, adanya perhatian khusus dan pengawasan dari orangtua agar anak
tersebut tidak mengarah ke hal yang kurang baik sehingga sangat berdampak
untuk masa depannya, baik secara mental psikologi atau sosial.(Muzzamil,

2014:217)
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Menurut hasil survey, anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah

tersebut oleh para orangtua karena faktor hamil diluar nikah mengatakan bahwa

keduanya melakukannya suka sama suka dan melakukan dengan sadar tanpa

gandung dan
kedua orangtua Aggung jawab atas
rumah tangga , Nga g : b asi dan ikut
pertimbangkan
il diluar nikah

Oleh sebab itu

dengan kategori sulit dalam
perekonomian menikahkan anak-anak mereka pada usia muda atau dibawah umur
dengan tujuan untuk meringankan beban perekonomian mereka, dengan
menikahkan anak dibawah umur merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan
perekonomian. Selain itu tujuan mereka menikahkan anak-anak mereka dibawah
umur dengan harapan anak-anak mereka mendapat kehidupan yang lebih layak

dan baik.
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Oleh karena itu, faktor ini menjadi faktor adanya Dispensasi Nikah dan
menjadi pertimbangan Hakim. Sebab, dikhawatirkan anak tersebut belum bisa

sepenuhnya bertanggung jawab atas dirinya dan perkawinannya. Akan tetapi,

200

kahan dini ini
2 sekolah anak
yadilan Agama
Pekanbaru, S abnya ya are 2 g(dalam jaringan)

Oleh karena itu

tataaey

sebut sehingga

Hal ini tentunya sangat menja Imbangan Hakim dalam memutuskan
atau mengabulkan Dispensasi Nikah tersebut. Sebelum dikabulkannya
permohonan tersebut, Hakim dan orangtua sudah menjelaskan bahwa pernikahan
itu sakral dan tidak main-main. Hakim dan orangtua juga menasehati anak

tersebut serta menjelaskan bagaimana kehidupan setelah menikah, seperti dalam

perekonomian,anak,kebutuhan rumah tangga dan bahkan ujian dalam pernikahan.
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(Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara di

Pengadilan Agama Pekanbaru).

Berikut adalah. Pertanyaan yang Peneliti. tanyakan kepada Pihak

berikut tabel

Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, berikut hasil tanggapan dan

penjelasan yang diberikan Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru, dijelaskan bahwa:

1. Menurut Bapak Dr. Asfawi, M.H sebagai Hakim Dispensasi Nikah
menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim

dalam mengabulkan Dispensasi Nikah adalah Faktor Hamil di luar nikah,
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Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan yang disertai dengan alasan yang
mendesak dan jelas serta tentunya dapat izin dari orangtua;

2. Menurut Bapak Asfawi, M.H menjelaskan bahwa alasan Hakim

a permohonan

babkan karena

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Dispensasi Nikah.

Oleh karena itu Pak Asfawi berpendapat bahwa : “Faktor pertimbangan
tersebut sudah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para Hakim, salah satunya

faktor hamil diluar nikah yang mana ini merupakan Faktor paling utama dan
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mendominan kasusnya pada tahun 2020. Hakim mempertimbangkan dikarenakan
untuk menjaga nama baik keluarga dan perempuan tersebut agar tidak dikucilkan

dan di hina oleh masyarakat serta menjaga kesehatan mentalnya.” Pendapat Pak
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan eneliti g terdapat pada bab

A yaitu Undang-
an yang pemohon

sia dibawah 19

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, bahwa:

a. Bagi pria dan wanita ingin melangsungkan Perkawinan maka usianya
minimal 19tahun;

b. Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan dengan bersyarat;
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c. Dispensasi Nikah diajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama
Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam;

d. Orangtua kedua mempelai selain mengajukan Permohonan Dispensasi

2bagai berikut:

ikan.

EREN

enjadi Faktor
, sebab kasus

iluar nikah dan

ML,

B. Saran
Adapun yang menjadi Saran dalam Penulisan Skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Sebaiknya, dengan adanya Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan

Dispensasi Nikah tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru terkhususnya
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kepada Kepemerintahan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan

Anak usia ini untuk lebih memperhatikan dan memberi edukasi kepada

mereka bahwa dalam halnya menikah dibawah umur atau belum adanya

yaitu mengenai
eliti ini menjadi

dan penelitian
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